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ABSTRAK 

Pengelolaan keuangan negara menuntut penerapan prinsip transparansi, 
akuntabilitas, dan profesionalitas untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang 
berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam praktiknya, pelanggaran 
administratif oleh pejabat publik kerap langsung ditarik ke ranah pidana tanpa 
optimalisasi mekanisme administrasi terlebih dahulu, sehingga menimbulkan problem 
ketidakseimbangan penegakan hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis penerapan asas akuntabilitas sebagai dasar 
pertanggungjawaban administrasi pejabat publik serta menilai efektivitasnya dalam 
pencegahan dan penanggulangan kerugian keuangan negara melalui studi Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024. 

 
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi 

deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup 
peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, literatur ilmiah, serta putusan 
pengadilan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menekankan 
pada penafsiran hukum untuk mengidentifikasi penerapan asas akuntabilitas dalam 
pertanggungjawaban administrasi pejabat publik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas akuntabilitas dalam 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024 belum berjalan secara 
optimal. Mekanisme pengawasan internal, verifikasi administratif, serta sistem deteksi 
dini belum mampu mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal, sehingga 
penanganan kasus cenderung lebih menitikberatkan pada pendekatan pidana 
dibandingkan penyelesaian administratif. Selain itu, pertanggungjawaban administrasi 
yang bersifat preventif dan korektif terhadap pejabat publik belum efektif akibat 
lemahnya pengawasan serta belum konsistennya penerapan sanksi administratif. Oleh 
karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal, konsistensi penegakan 
sanksi administratif, serta implementasi asas akuntabilitas secara substantif dalam tata 
kelola keuangan negara. 
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